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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber

daya Keuangan Dacrah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
pelayanan  kepada masyarakat, maka scmangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif menjadi sangat
dominan dalam mewarnai proses penyclenggaraan pemerintahan pada
umunmuiya dan proses Pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan Kkualitas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang lebih cfisien, efektif, transparan, akuntabel dan
tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum, serta berdasarkan pada
Kaidah dan Semangat Otonomi Dacrah, sesvai dengan pasal 66 ayat (1),
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah serta ketentuan pasal 31
ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara,
maka dipandang perlu untuk menctapkan Pengelolahan Keuangan Daerah
Kota Pagar Alam

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik "ndonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenogaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I..cmb&mn
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-undang Nomor § Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

17 Tahun 2003 tenang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor
2003 Nomor 47, Tambahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran-NMegara Nomor 4286);

2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4310):

Undang-undang Nomor 22 Tahun

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

1 emmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undasg-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Petimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4:438),

Peratuwran Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 terl... Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentahg Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024),

Peraturan  Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemb
Republik Indonesia Nomor 4028); : s e
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
] embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6
mor 119, Tambahan

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No
Y errbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang cengendalian Jumlah
Komlaiif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja  icgara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Belanja Komulatif Pinjamaln
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9 Nomor 4212);
L 4 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

20. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pengelolaan Daraug Daerah; .

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
_ ‘ . Penilaian Barang Dacraly;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM -
POKOK PENGELOLAAN KEUANGM\:" DAE‘RAH. B S, FRROR-

BAB I
Bi KETENTUAN UMUM
; Pasal 1

| _ Datam Peraturan Dacrah ini yang, dimaksud dengan ;
| 1,  Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
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16,
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Pemenintah Dacerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;

Dewan Perwakilar. Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sckda adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Satuan Kerja Perangkat Dacrah adalah Satuan Organisasi T cknis' pada Pemerintah Dacrah yang
bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam pc_nyelcnggaraan
pemerintahan yang terdiri atas Sckretaris Dacrah, Dinas Dacrah, Lembaga Tcknis Dacrah dan

Sekretariat DPRD;

Desentralisasi adalah penycrahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Dacrah
Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Walikota sebagai Wakil

Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana
Keuangan Tahunan Dacrah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Dacrah merupakan dasar
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang Karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pergelolaan Keuangan
Dacrah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
kewenangan tersebut kepada DPRD;

Perangkat Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah Perangkat Daerah bertanggung jawab
kepada Walikota dan membantu Walikota dalam Pengelolaan Keuangan Dg:;:l%l; !

Pejabat Péngclnla Keuangan Daerah adalah Pejabat, dan atau Pegawai pada Satuan Kerja
Perangkat Dacrah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diberi kewenangan dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah; :

Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Peme Keku
Umum Pengelolaan Keuangan Dacrah untuk mengelola penerimaan dan pcngcluagri'rlngKa: Dzz::?:ﬂ
serta segala bentuk kekayaan Dacrah lainnya;

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat ber ik D i
oleh Bendahara Umum Daerah; e harga milik Daerah yang ditentukan

Pengguna Angghran Daerab adalah Pejabat peme kekuasaan .
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; pemegang pengelola Anggaran Belanja

Pimpinan Kegiatan adalah Pejabat atau Pegawai pada Satuan K a Perangkat D
ib{crtygas melaksanakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalalnogoklunc;:g‘::tlggamaléaﬁgﬁ
etja;

Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan  diserahj .
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD dj setiap Unit ijanf:gas mclaksmmkaa: Dl;ggﬂz;}l.sm

Pembantu Peregang Kas adalah sctiap orang yang ditunjuk dan diserahi
fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan e;ealnmemtugaa k’gmm':{glg
Keuangan Dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
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24,
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28,

29.

30.

31.

33.

34.

35.

36.
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Penerimaan Dactah adalah semua Penctimaan Kas Dacrah dalam periode Talun Anggaran

tertentu;

Pengeluaran Dacrah adalah semna Pengeharan Kase Daerah dalam periode Tahun Anggaran

tertentu;
Pendapatan Daciah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam perjode Tahun Anggaran tertentu
vang menjadi hak Daerah;

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu

yang menjadi beban Daerah:

er dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan

Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumb
O b untuk membiayai kebutuhan Dacrah dalam

Belanja Negara yang dialokasikan kepada Dacra
rangka pelaksanaan Desentralisasi;

Anggaran Berbasis Kinerja adalah Anggaran dimana setiap alokasi biaya yang Cuencdnakan harus
dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai;

Daerah adalah Belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk

Bagian Belanja Aparatur ;
hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh

membiayai kegiatan yang
masyarakat;

Bagian Belanja Pelavanan Publik adalah Belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk
membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya sccara langsung dinikmati oleh
masyarakat,

Rencana Anggaran Satuan Kerja yang sclanjutnya disebut RASK merupakan dokumen yang
memuat Rancangan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Dasar Penyusunan
Rancangan APBD;

Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang sclanjumya disebut DASK mcrupakan dokumen yang
memuat Anggaran pada Satuan K.ija Perangkat Daerah sebagai Dasar Pelaksanaan APBD;

Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan
dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;

Dana Depresiasi adalah Dana yang disisihhan untuk penggantian asct pada akhir masa umne
ckonomisnya, = .

Barang Dacrah adalah semua barang milik Dacrah yang berasal dari pembelian dengan dana yang
bersumber scluruhnya atau scbagian dari APBD dan atau berasal dari perolchan lainnya yang sah;

Aset Daerah adalsh semua harta kekayaan milik Daerah baik barang bergerak dan tdak bergerak
berwujud maupun tidak berwujud, g

Pinjaman Dacrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain
sejumlah uang, barang atau jasa sehingga Dacrah dibebani kewajiban untuk membayar kembali,

tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan;

Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang
Dacrah dengan menghapus pencatatan data dan pelaporan dari daftar inventaris barang Daerah;

Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu
pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tabun Anggaran; g ¥

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah vang selanjutnya disebut SAKD adalah sistem o
meliputi  proses peucatalan, peaggolongan, penafsivan, peringkasan (ransaksi mu““ keiadian
Keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai d S T
akuntansi pemerintahan; cngan



39. Penggeseran Anggaran adalah kegiatan pengalihan Anggaran yang terdapat dalam Dokumen
A;%S’"aﬂ Satuan Kerja atau antar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tanpa melakukan perubahan
APBD;

40. Debt Service Coverrage Ratio (IDSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli
menzz, Doz Parslchan TN Aws sanah

Daeran (PAL), Bagian Daerah dan rajux sumi dan Ponzuncn, D02 Joiscian
dan Bangunan, Pencrimaan Sumber Daya Alam, dan Bagian Daerah lainnya seperti Pajak
Penghasilan Perscorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan
penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

BAB 11

ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

(1). Pengelolaan Keuangan Dacrah meliputi kescluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penata
usohaan dan pertanggung jawaban termasuk fungsi pengawasan Keuangan Daerah yang
berkaitan dengan APBD;

(2). Fungsi perencanaan mencakup proses penctapan arah dan kebijakan umum APBD, penentuan
strategi dan prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran;

(3). Fungsi pelaksanaan merupakan proses realisasi APBD;

(4). Fungsi penata usahaan meliputi proses pencatatan dan pengklasifikasian transaksi Keuangan
Daerah selama pelaksanaan APBD;

(5). Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat prefentif dan represif yang
diwjukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Anggaran;

(6). TFungsi pertanggung jawaban merupakan proses pelaporan atas pelaksanaan APBD.
Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3
Pengelolzar: Keuangan Dacrah bersifat aspiratif terhadap kepentingan Publik.

Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Dacrah dilakukan sccara fertib, taat pada peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, efisien, efekiif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan
kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun
dengan Pzndekatan Kinerja.
Pasal 6

Tahun Anggaran APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Pasal 7

(1). Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola
dalam APBD,

(2). Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggung jawaban APBD adalab mata uang
Rupialy;

(3). APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8
Dalam penyusunan APBD, penyusunan Anggaran Belanja harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 10

(1). Jumlah Pendapatan Dacrah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas penenimaan yang
terukur secara rasional untuk setiap sumber Pendapatan Daerah;

(2). Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis
Belanja;

(3). Semua penerimaan yang maenjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewsjiban dalam Tahun
Anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD;

(4). Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan
lain selain yang ditetapkan dalam APBD;

(5). Perkuaan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai Saldo Awal pada APBD
tahun benkutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai
Saldo Awal Perubahan APBD.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Pen.crimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah
dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12
(1). Walikota memegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

(2). Walikota melaksanakan kekuasaan umum Péngelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana dimaksud
padz ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3). Seclaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walikota dapat mendeclegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada
Sckretaris Dacrah Kota dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Dacrah yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota; :

(4)." Tugas pokok dan fungsi Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota,
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(1.
(2).

(3).

(1)-

(1).

(3).

(4).

Bagian Ketiga
Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Pasal 13

Pengakuan Pendapatan den Belanja berbasis kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22
dan 23;

Pengakuan Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat -(l) berul?ah menjadi
herbasis aktual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun atau setelah adanya petunjuk operasional;

Perabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB 1l
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 14

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Dacrah;

b. Belanja Dacrah;

¢. Pembiayaan.

Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang
Pemerintahan Dacrah atau Fungsi; '

Sctiap Bidang Pemerintahan Dacrah atau Fungsi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
dileksanakan oleh Peranghat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung
jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,

Pasal 15

Pendapatan Daerali sebaghimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dirinci menurut
kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Ashi Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan yang sah; .

Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pen atan dirinci
menunit Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirincipmcnurut ig?man Oby;;:
Pendapatan.

Pasal 16

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 huruf b terdii dari Bagg
Belanja Aparatur Dacrah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik; “ it Bagian

Pengklasifikasian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
pada fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dacrah; R

‘Begian Belanja Aparatur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok Belanja

{:nﬁ ;nelipun‘ Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan Belanja
odal; :

Bagian Belanja Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kel j
yang mefiputs Belanja Administasi Umum, Belans Operasion dan bessimmey Dol
Maodal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka;

.l



(5).

(1).

(1.

).

(1).

(2).

(3).

(1).

2).

(3).

(4).

(3).

Sctiap kelompok Belanja scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci dalam Jenis Belanja,
setiap Jenis Belanja dininci menurut Obyek Belanja dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut
Rincian Obyck Belanja,

Pasal 17

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Kevangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4),
direncanakan untuk pengeluaran dengan Keiterda :

a. Tidak menenma secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam
transaksi pembelian dan penjualan;

b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu
piutang,;

¢ Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investas,
Pertanggune jawaban penggunaan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dilaksans"an sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 18

Bagian ~ Anggaran yang digunakan untuk membiayai Pengeluaran  Tidak Tersangka
diMasifikasikan dalam kelorapok Belanja Tidak Tersangka;

Pengeluaran yang dibebankan pada Pengeluaran Tidak Tersangka adalah untuk penanganan

bericana alam, bencana sosial dan pengeluaran fidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah,

Pasal 19

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurof ¢ meliputi transaksi Keuangan
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus;

Pembiayaan terdiri atas Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah;

Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan Jumlah Surplus / Defisit Anggaran,

Bagian Kedua
Surplus dan Deflsit Anggaran

Pasal 20

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan
tetjadinya surplus atau difisit Anggaran; ,

Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila An P
Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah; o ; ggaran Pendapatan

Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila An p
Daevah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah; J P ggaran Pendapatan

Tt dnggaran schagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggara
S T .leamanTDacr;ln Penjualan Odligasi Dacrah, Hasil Penjualan I.D,:zra“:nu.zggilr Mk
Pembiayaan, Jenis Penerimaan Dacrah: ] dangan Y E. langgarkan ;-)afla kelompok



P

.

@.

(1).

(2?.

(3).

(1).

(2).

(6).

(1).
(2).

(1).
).

an selisih lebih dari surplus / defisit

i hitung: an tahun berk merupak |
iba, S IIGN, s s : dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan

ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi
Dacrah,

Bagian Ketiga :
Dana Cadangan, Dana Depresiasi dan Anggaran Multi Tahuian

Pasal 21

.

Pemerintah Dacrah dapat membentuk Dana Cadangan;

Tujuan Pembentukan, Jumlah, Sumber Dana scrta Program Kegiatan yang dibiayai dari

cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi;
Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada aya (1) disesuaikan dengan
kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah
dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 23

Pembentukan Dana Cadangan dan Dana Depresiasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 dibentuk dari kontribusi talunan dari Penerimaan APBD;

Pembentukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan Dana
Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 24

Pemcrintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan
Anggaran Multi Tahunan (Multi Years),

Alokasi Anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas yang
harus ditetapkan pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya;

Mekanisme Alokasi Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Multi Tahunan ditetapkan dengan
Kepusan Walikota.

Bagian Keempat
Pinjaman Daerah dan Kerjasama Daerah

Pasal 25
Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mengadakan :

a. Pinjaman, baik yang bersumber dari dalam Negeri maupun luar Negeri insi
kehati-hatian; g P geri dengan prinsip

b. Kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten /
Kota, Badan / Lembaga di dalam Negeri dan atau dengan Badan / Lembaga di luarprfrecgncﬁ
maupun dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

tJ::n_i‘j.':' Pinjaman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penggunaannya diatur sebagai
enkut ! !

a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan

orasarana yang merupakan aset Dacrah dan dapat menghasilkan peneri
pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelaygnan masygf.!lrakat' B, Tl
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(3).

(4).

(3)-

(1).

(2)

(3).

(4)-

b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum dan

Belanja Operasional dan Pemeliharaan;

«. Dinjaman jngka pendck digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kewajiban yang timbul akibat jatuh tempo atas pinjaman Daerah meru

pakan prioritas untuk
dianggarkan dalam APBD; .

Penerimaan pinjaman sebagairpana dimaksud pada ayat (1) dan pembayarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dicantumKan pada Anggaran Pembiayaan;
Pemerintah Daerah dilarang melakukan ~perjanjian yang bersifat penjaminan yang
mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.

Pasal 26

Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah
yang wajib dibayar tidak welebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD
Tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daeﬁ;\h tahunan
selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverrage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua
koma lima);

Batas jangka wakm pnjaman jangka panjang discsuaikan dengan umur ckonomis aset yang
dibiayai dari pinjaman tersebut dengan jangka wakiu paling lama 30 (tiga puluh) tahun termasuk
masa tenggang;

Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah )/6 (satu per enam) jumlah APBD Tahun
Anggaran Berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar
kembali pinjaman tersebut pada waktunya;

Tata cara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Kerjasama scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Memorandum of Understanding
(MoUj).

(1).

(2).

3).

BAB 1V
PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama
Proses Penyusunan APBD

Pasal 28

Pemerintzh Dacrah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebi'akan umum APBD
pafing lambat 5 (lima) bulen sebelum Tahun Anggaran dimulai, yang ditti':ngkan dalam suatu
Nota Kesepakatan;

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berped
pada Rencana Strategis Daerah, atau dokumen perencanaan lainnya, l;msil ;iny(ax%ngzrtl:cas;?::;
masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan Keuangan Daerah;

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Dacrah menyusun strategi dan prioritas APBD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tahun
Anggaran dimulai,
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(1)

().

@3).

(4).

(5)-

{3

Pasal 29

AFBD yang disusun dengan Pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja;

b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang
bersangkutan,

Bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi umum, belanja operasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana Publik. serta belanja modal / pembangunar.

Untuk mengukur kinerja Keuangan dalam penyusunan APBD, Pgrpcrintah Daerah
mengembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukurllﬁncrja, Standar Biaya dan Standar
Pelayanan Minimal yang ditcwpkan dengan Kepufusan Walikota.

Pasal 30

Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Paso] 28 ayat (3) Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyusun Anggaran yang dituangkan dalam RASK;

RASK sebagaimana dimaksud pada ayar (1) disampaikan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan
kecada Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam menyusun peréncanaan
untuk dilakukan pengkajian dan evaluasi dan dibahas olch Tim Anggaran Eksekutif;

RASK yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
DPRD untuk dibahas dalam tahap pembicaraan pendahuluan RAPBD;

Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD;

Moka.asme™ pengajuan RASK dan taapan penyuser~= 2oz pontilisic Raengan APBD
ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Proses Penetapan APBD

Pasal 31

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
pada minggu pertama bulan Oktober;

Penvampaian Rancangan Per>~wan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
Nota Keuangan / Penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya:

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan scsuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku,
Pasal 32

Apabila Rancangan Peraturan Dacrall tentang APBD tdak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyempumakan rancangan tersebut dan harus disampaikan kembali kepada
DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

12



(2).

(3).

Q).

4).

Ketidak setujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dan atau didasari dengan

alasan logis. obycktif dan rasionai serta disertai dengan usulan penyempurnaannya,

Apabila penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pnt]A_aya} (1) tidak disctujui
DPRD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

APRD Tahun Angaaran sebelumnya.

Pasal 33

.

Penctapan APBLD dengan Veraturan Daerah selambat-
ditctapkan dan merupakan Dokumen Dacrahy,

Jambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN

Peratvran Daerah tentang Fenetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti

dengan Keputusan Walikota teniang Penjabaran APBD;

Peraturan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri selambat-lambatnya dalam wakiu 15 (kma belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 34

Berdasarkan Peraturan Dacrah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
Wahkola meneiaphan RASK den DASK;

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap
Peranghat Dacrah sebagai dasar pelakeanaan Anggaran,

Klasifikasi Pendapatan dan Belanja pada DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
sampai dengan rincian obyck.

BAB V
PERUBAHAN APRD

Bagian Pertama
Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 35
Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

b. Penycsuaian alibat tidak fercapainya atau terlampauinya target penerimaan Daerah yang
ditctapkan, ;

¢. lerjadinya kebutuhan roeadesak,

Perubzhan APRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan b
Laporan Realicasi Semester Pertama APBD dan Prognosis uzlt[xktg (enz?m) bulan bz:lﬂ(ug\?;s S

¥lat-hal vang melatar helakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD
dan selanjuinya dituangkan dalam perubahan “Arah dan Kebijakan Umum APBD” serta
perubahan “Sirategi dan Prioritas APBD:

Berdasarkan stralegi dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota ¥
Keputusan tentang perubahan dimaksud sebagai pedoman 1b?agi S?tua:f l){er] P:rangae?cgl;)el;dag
dalam penyusunan usulan perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.
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Pasal 36

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Satuan
kerja menyusun usulan perubahan melalui RASK;

RASK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olch Satuan Unit yang
bersangkutan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun
Anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD;

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Rancangan
Perubahan APBD;

Mekanisme pengajuan RASK dan tahapan penyusunan dan pembahasan RASK dan
rancangan perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kedua
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun
Anggaran berakhir;

Penyampaian Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan Nota Keuangan/ Penjelasan dan Dokumen-dokumen pendukungnya;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh DPRD
dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang disetujui oleh DPRD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya ditetapkan oleh Walikota paling lambat
4 (empat) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Dacrah sebagimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) kepala satuan

kerja menetapkan dokumen anggaran kinerja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berakhir berdasarkan Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Walikota;

Dalam dokun'!cn. pelaks:‘maa.n anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja;

Dokumez} pelak_sanaan anggaran yang telah disyahkan oleh pejabat pengelolaan keuvangan
daerah disampaikan kepada kepala satuan kegja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa
Keuvangan.



BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN APBD

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 40

(1).  Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan para
Pjabat Pengelola Keuangan Dactah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penctapan APBD;

(2). Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
= ac'~'ah ¢ bagai berikut : !

a. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);

b. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

¢. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);

d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Cek;

¢. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ);

f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta
segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum
Daerah;,

g Pcf'abnl yang discrahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka,
pelaksanaan APBD di sudap Unit Ketja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya
disebut Pemegang Kas;

h. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan
Daerah;

i Pejabat yang dibedi wewenang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti
Pendapatan Lainnya yang sah;

J. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang
menjaci dasar pengeluaran kas; dan

k. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani ikatan atau perjanjian de n Pihak Ketiga
yang mc?:gaﬁihatkm pendapatan dan pengeluaran APBD, i H "8

Bagian Kedua
Penerimaan APBD

Pasal 41
(1). Semua Penerimaan Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD:

(2). Semua Transaksi Keuangan Daerah yang berupa Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui Kas
Daerah.

Pasal 42

Penerimaan Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan
Penerimaan Dacrah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah. '

Pasal 43

(1). Setiap Perangkat Dacerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah
wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan;

(2). Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
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(3). Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai
akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau pencmpatan uang Dacrah merupakan
Pcndgpaian Daerah;,

(4). Semva Pencrimaan Dacrah disctor scpenuhnya dan tepat waktu ke Kas Dacrah scsuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;.

(5). Setiap Penerimaan Dacrah yang berupa Bantuan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah diatur
dalam Peraturan Dacrah, -

Pasal 44

(1). Penerimaan Kas yang berkaitan dengan koreksi dari pengeluaran yang t.e!ah diselesaikan Surat
Perintah Membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja yang berhubungan,

(2). Penerimaan-pencrimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang teqadi sctelah Tahun
Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok
Pendapatan Asli Dacrah (PAD), Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 45

Pencrimaan Kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disctor kepada pihak ketiga
dibukukan pada pos hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Bagian Ketiga
Pengeluaran APBD
Pasal 46

Pengeluaran Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah scluruh jumlah uang yang merupakan
pengelnaran Daerah yang selama tahun yang berkenaan dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pasal 47

(1). Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapa’ dilakukan sebelum
Peraturan Dacrah tentang APBD disctujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan;

(2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap biaya-biaya tetap, dan

belanja lainnya yang sifatnya menunjang p¢laksanaan operasional Pemerintah Daerah.
Pasal 48

Setiap orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang
menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti
tersebut.

Pasal 49

(1). Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

(2). Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat
Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang;

(3). Pengguna Anggaran mengajukan Suta Iermintaan Pemhavaran (QPPY nntl malzl, akan
pengeluaran;

(4). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
(5). Bendaharawan Umum Dacrah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM),
16



(1).

(2).

(1).

2.

3).

Pasal 50
Pengeluaran Kas dilakukan dengan sistem beban tetap dan pengisian kas;

Yongeluaran Kas dengan sistem Dbeban tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
Gilaknkan untuk keperluan :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai pesangon;
¢. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan,;

d. Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Ketiga;

¢.  Pembelian Barang dan Jasa; dan

f.  Pembelian Barang dan Bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan
nilainya ditetapkan olch Walikota,

Pengeluaran Kag dengan cara Pengisian Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran yang berjumlah
kecil dan atau pengeluaran yang direncanakan;

Serclah berakhir Tahun Anggaran Sald~ Uang Untuk Dipertangouno iawahkan 1 T, disetor
ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 51

Penggunaan Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka untuk pengeluaran sebagaima:}a dimaksud
dalom Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sctelah dikonsultastk.an ;
Pimpinan DPRD dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (saw) bulan terhitung sejak
tanggal ditetapkan dan dilaksanakannya Keputusan dimaksud,;

Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan pencrimaan yang bukan menjadi hak setelah Tahur,
Anggaran dibebankan pada Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka;

Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan penerimaan yang bukan menjadi hak dikurangkan
dari penerimaan yang sejenis pada Tahun Anggaran terjadinya pengeluaran tersebut. g
Bagian Keempat
Penggeseran Anggaran
Pasal 52
Fenggeseran Anggaran dapat dilakukan;
Penggeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan scbagai berikut :

a. Untuk kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan;

1. Penggeseran Rincian Obyek Belanja dalam samu Jenis belanja dapat dilakukan oleh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Walikota;

2. Penggeseran Obyek Belanja dalam saty jenis belanja dapat dilakukan setelah ada
persctujuan dan Walikota;

3. Penggeseran antar Jenis Belanja dapat dilakukan setelah ada persetujuan DPRD.
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b.  Untuk Belanja Modal .

L. Penggeseran Rincian Pengeluaran dalam satu kegiatan dapat dilakukan setelah ada
-. persetujuan Walikota;

(2]

Penggeseran Rincian Pengeluaran satu kegiatan dengan kegiatan lain dapat dilakukan
setelah ada persetujuan DPRD;

3. Penggescran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan dalam satu
Program. o

(3). Dengan persetujuan DPRD, penggeseran Anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
cilakukan;

(4). Hal-hal yang berkenaan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan penggeseran Anggaran

ditctapkan dengan Keputusan Walikota, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku,

Bagian Kelima
Pembiayaan

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindah bukukan
pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa I_ebih Anggaran Tahun Lalu,

Pasal 54

Dengan persetujuan DFRD jika terjadi surplus Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan
mvestasi dalam bentuk penycrtaan modal / pembelian saham, atau bentuk investasi lainnya sepanjang

Pasal 55§

(1). Dana Cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah
Dacrah dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;

(2). Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain diluar yang
; telah ditetapkan;

(3). Pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan dilakukan apabila Dana
Cadangan yang disisihkan telah mencukupi;

(4). Untuk melaksanakan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana
Cadangan dimaksud terlebih dahuly dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah; -

(5). Penata usahaan pelaksanaan Program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sama dengan penata usahaan pelaksanaan
program atau kegiatan lainnya, ;

Pasal 56
(1).  Pinjaman Daerah jangka pendek dan Jjangka panjang disalurkan melalu; Rekening Kas Dacrah;

(2). Penata usahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah
diperlakukan sama dengan penaia usahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya,
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(1).

2).

(1).
(2).

(3).-

.

(5).
; dilakukan.

(1.

(2).

Bagian Keenam
Prinsip-prinsip Pengelolaan Kas

Pasal 57

Bendaharawan Umum Daerah menata usahakan kas dan melaporkan pertanggung jawaban
kenada Walikota;

Rendaharawan Umum Daerah menyimpan uang milik Dacrah pada Bank Pemerintah yang sehat
dengan cara membuka Rekening-Kas Dacrah yang ditctapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58
Bendaharawan Umum Dacrah dengan persctujuan Walikota, dapat mende) ositokan uang milik
Daeral yang sementara belum digunakan pada Bank Pemerintah yang sehat, sepanjang tidak
mengganggu likuiditas Keuangan Daerah;

Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan
Daerah;

Setiap penerimaan disetor sepenulnya ke Rekening Kas Daerah.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan pada Pengguna Anggaran
Pasal 39
Sawan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran Dacrah,

Kepalza Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas tertib penata usahaan Anggaran
yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipampinnya;

Cast pelabsanaan Anggaran pada oatuan Kegja Perangha! Duc il wlalids Duhwuv Anggaran
Satuan Kerja (DASK),

Paling lambat 1 (satu) bulan seteleh penetapan APBD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
menctapkan :

a. Fimpinan Kegiatan;

b. Pembantu Pemegang Kas.

Pimpinan Kegiatan bertanggung jawab atas kebenaran laporan dan pelaksanaan kegiatan yang

Pasal 60

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang untuk menanda tangani dan atau
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas;

engan persctujuan Walikota wewenang menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Belanja
Administrasi dan Umum serta pengeluaran dengan cara pengisian kas untuk Belanja Operasional
dan Pemeliharaan dapat dilimpahkan kepada Pejabat lain.

Pasal 61

Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan
Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Walikota; 4 amp p

Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan

tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target
pendapatan dan realisasi penyerapan Belanja;

19



(3). Pente", mctanisme dan prosedur »2l~-oran sebagaimana dimaksud nada avat (1) ditetzeian
dengan Keputusan Walikota,
Pasal 62

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran Kepala Satuan Kerja Pengguna
Anggaran melaporkan kinerja Satuan Kerja yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis pada
Walikota

Baglan Kedelapan
Pemegang Kas

® -

Pasal 63

(1). Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha
Keuangan dan kegiatan kebendaharaan;

(2). Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan non struktural / fungsional
dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah lainnya;

(3). Dalam melaksanakan tata usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas
dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sckurang-kurangnya terdiri dari scorang
Kasir, seorang Penyimpan Uang, scorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen
Pengeluaran dan Penerimaan Uang;

(4). Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), tugas
Kasir dibagi menjadi Kasir Per ~ima Uang dan Kasir Pembayar Uang;,

{5). Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Penata usahaan Keuangan Daerah,
Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat
Perintah Pembayaran (SPP) Gaiji,

(6). Kepaia Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas
minimal 3 (tiga) bulan sckali;

(7). Pembantu Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menyetorkai. seluruh
uang yang diterimanya ke Bank atas Rekening Kas Daerah tepat waktu sesuai dengan Peraturan
Perurdang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

(1). Dalam fungsi scbagai penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang
menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kecuali apabila Satuan Kerja Perangkat
Daerzh dimaksud telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;

(2). Penctapan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Unit Swadana Daerah dilaksanakan sesuai
Peratvran Perundang-undangan yang berlaku;

(3). Pencrimaan dan pengeluaran Unit Swadana Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam APBD;

(4). Penata usahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 65

(1). Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa atas beban APBD adalah mendapatkan barang dan
jasa yany cfisiensi, efektifitas, kompetitif, transparan, tidak diskriminatif serta akuntabel,
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(3).

().

3).

(4).

(5)-

)

(2).

n.

(2).

3).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa gebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

¢. Pengadaan barang / jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :

1. Pelelangan;

2. Pemilihan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Swakelola.

b. Pelaksanaan pengadaan jasa Konsultasi dapat dilakukan melalui :

1. Scleksi Umum;
2. Seleksi Langsung;
3. Penunjukan Langsung.

Prosedur dan mckanisme pongadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Satusn Kerja Perangkat Daerah wajib mengelola dan bertanggung jawab atas pengamanan aset
‘é)aerah yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perun g Jnuangan yang
erlaku; ! _

Aset Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian
dari APBD maupun yang berasal dari hibah, bantuan, sumbangan, penguasaan (beheer), dan
kewajiban pihak ketiga serta tukar guling dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

Satuan Kerja Perangkat Dacrah pengguna asct setiap Triwulan melaporkan mutasi aset kepada
Bendaharawan Umum Daerah;

Penata usahaan aset Daerah dan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas
kekayaan Dacrah dilakukan oleh Bendaharawan Umum Dacrah;

Dalam hal pengelolaan aset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut
menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 67

Acet Naersh yang dicuri atau hilano. msak atau musnah, dapat dihapuskan dari Pembukuan dan
daftar inventaris aset Daerah; R i

Pelaksanaan penghapusan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 68

Penghapusan barang tidak wergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan
wWalikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan
semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan
diberitahukan kepada DPRD, ;
Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan
Walikota dan diberitahukan kepada DPRD;
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(4).

(1).

().

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar
menukar harus mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Penata usahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

o Pasal 69

-

Penata usahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi
Keuangan Pemerintah yang berlaku;

Penata usahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pencaiatan, penggolongan,
penaisiran, peringkasan transaksi atau kejadian Keuangan serta pelaporan keuangannya dalam
rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Dactah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Daiam Keputusan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga kebijakan
akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan Keuangan
Daerah.
BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 70

Laporan Keuangan Dacrah berkenaan dengan pelaksanaan APBD terdiri dari :

(1).

Q).

().

(2).

(3).

(1).

Laporan Keuangan Semester; dan
Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Semester

Pasal, 71

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis
6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli -
Tahun Anggaran yang bersangkutan;

Untuk penyajian informasi atas pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat membuat laporan
sesuai dengan kebutuhan selain dari pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pasal 72

Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah setidak-tidaknyva meliputi :

a. Leporan Perhitungan APBD;

b. Nota Perhitungan APBD / Catatan atas Laporan Keuangan;
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(2).

(1).
().

(1).

(2).

3).

¢. Laporan Aliran Kas;
d. Neraca Dacrah.

Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengungkapkan :

a. Seccara wajar dan menycluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja
Keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ckonomis serta ketaatan terhadap Peraturan
Perundang-undangan; T

b. Perbandingan antara realisasi Anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dan
anggarannya;

¢. Konsistensi Penyusunan Laporan Keuangan antara satu periode dengan periode akuntansi
sebelumnya,

d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
¢. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi
Kondisi Keuangan;

f. Catatan-catatan terhadap isi laporan Keuangan dan informasi tambahan lainnya yang
diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan Keuangan,

Pasal 73
Nota Perhitungan APBD disusun sebagai Laporan Perhitungan APBD;

Nota Perhitingan APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan relisasi
Pendapatan Dacrah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Kevangan Daerah yang
mencakup antara lain :

a. Pencapaian Kinerja Dacrah dalam rangka melaksanakan Program yang cirencanakan dalam
APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategis;
b. Pencapaian Kinerja Pelayanan yang dicapai;

¢. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, Kkegiatan
operasional dan pemeliharaan serta Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan
Publik;

d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;

e. Posisi Dana Cadangan. .

Pasal 74

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan oleh Walikota kepada
DPRD untuk dimintakan persetujuan;

Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui DPRD menjadi
Peraturan Dacrah, ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan
APBD;

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dil*~~kpi dengan

lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kenutusan Walikota
tersebut, ! :
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BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Baglan Pertama
Pertanggung jawaban Walikota

Pasal 75

(1) Walikota menyampaikan lﬂpéfa; Keterangan Pertanggung jawaban Kinerja Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada DPRD;

(2) Laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana
Strategis (RENSTRA) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(3) Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah terdini dari Laporan per semecter dan laporan
pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.
Pasal 76
Pertanggung jawaban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri dari :
(1). Pertanggung jawaban Akhir T~hun Angearan,

(2). Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan;

Pasal 77
(1). Pertanggung jawaban Walikota dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah,

(2). Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah.

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 78

(1). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, disampaikan Walikota dalam Rapat Paripuma DPRD paling lambat tiga (tiga) bulan sctelah
berakhimya Tahun Anggaran atau cnam (6) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Kevangan untuk dinilai sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku;

(2). Laporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun angggaran yang disampaikan Walikota

diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan
* Mekanisme dan keputusan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 79
Fertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-
tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Walikota berdasarkan tolok
ukur Rencana Strategis.

Pasal 80

(1). Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
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(2).

@)

(4).

(3)-

(4).

(1).

(2).

(3).

(4).

Dokumen Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan dinilai olch DPRD sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

Penilaian oleh DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan sctelah dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diserahkan,

Apabila dalam 1 (satu) bulan scjak tanggal penyerahan dokumen, DPRD belum memberikan
Keputusan, maka Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan terscbut dianggap diterima.

-

BAB IX
KEDUDUKAN KELCANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal §1

Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan
Tunjangan Lainnya,

Besamya Gaji Pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan scsuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya scbagaimana dimzksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara,

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap
dari Negara.

Bagian Kedua
Biaya Operasional

Pasal 82

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan Anggaran Belanja
untuk biaya operasional dan biaya penunjang operasional;

Besarnya Anggaran biaya penunjang operasional ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, sedangkan Anggaran biaya operasional ditetapkan sesuai dengan

rencana kebutuhan;

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RASK dan untuk dasar
dalam pelaksanaannya dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

Anggaran Belanja Walikota dan Wakil Walikota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.
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(1).
Q).

e BAB X ‘e
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Pasal 83

Kedudukan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan olch DPRD dengan

memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

. Pimpinan DPRD menctapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan

Anggaran DPRD sesuai dengan Anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pimpinan dan Anggota D
Pasal 84
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan tetap dan tunjangan-tunjangan;
Penghasilan tetap dan tunjagﬁzn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Kepaca Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya untuk pakaian dinas,

(0.

(2).

(1.

(2).

3.

.

(5).

Bagian Kedua
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 86

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan biaya
kegiatan dan biaya penunjang kegiatan;

Besamya biaya kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana dan kebutuhan, sedangkan biaya
peni?nx}gng kegiatan gi‘;etapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, =
Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 87

Pimpinan DPRD dan Sckretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dan
disaRkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD;

Besarnya an Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan dalam
bcnfuaTy RASK dan untuk dasar dalam pelaksanaannya dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan
Kerja (DASK), .

Anggaran Belanja DPRD dan Sckretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD. ‘

Pengelolaan, Penata usahaan dan p ng jawaban Anggaran DPRD dilakukan cleh
Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggung jawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk dalam bagian

Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota dalam rangka pelaksanaan
APBD.
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(3).

(1).

).

A3).

(4).

(1).

2.

3.

(4).

©)

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
embinaan

Pasal 88
Walikota selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan pengelolaan Keuangan Dacrah;

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Unit

}D\ﬁjmaﬂg mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota tidak boleh berten an dengan pembinaan yang
dilakukan Pemcngntah Pusat. = b

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 89

Untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Kota, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi
pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam APBD;

DPRD dalam meclaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional melalui Walikota;

Apabila dipandang perlu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), DPRD dapat meminta aparat pengawas fungsional dan atau Akuntan Publik untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu.

Pasal 90

Untuk meningkatkan ecfisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota
menugaskan Badan Pengawas Daerah Kota untuk melakukan pemeriksaan internal;

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan

Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Manajemen
Pemerintah Dacrah;

Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota scsuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pejabat pengawasan internal tidak diperkenankan merangkap Jabatan lain di Pemerintahan
Daerah;

.

“Jabatan _lnin;;c't;agaimana dimaksud pada ayat (4) tcnnasﬁlkﬁ’eﬁjﬁdi»-ﬁnggpta_ﬁm atau Panitia

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Dacrah yang akan atau sedang diperiksa.

Pasal 91

Walikota dapat memberikan izin kepada aparat pengawas selain Pejabat Pengawas Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
berhak melakukan fungsi pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah,
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BAB Xil
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 92

(1) Setiap kerugian Keuangan balk yang langsung maupun yang idak langsung sebagar axiba
perbuatan melanggar hukum ataukelsiaan harus digant cleh yang bersalah dan atau yang
aia

(2) Setiap Pimpnan Perangkat Daerah dan Sekretans DPRD wapb segera meaporkan kepads
Waikota terhadap setap kerugan Keuangan Dasrah yang lenjadi diingeungantys

(3) Wallkota wagio melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant Rup stas setap
mmmwymmmmmmwmwmm
Pejabat Pengeiola Keuangan daerah,

(4) Penyelesaan kerugian sebagaimana Gimaksud pada ayat (J) diakukan sesusr dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, maka semua kebijakan daerah yang mengatu’
munymmmupmmwwwmdmmmmmnmmm
pelaksanaan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaky.
Pasal 94

meumdmdmpummcmhnmnmwwpﬂumya
akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 85
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

mman.memmmﬂw
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 5 JULI 2005
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZUL! KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 26 JULI 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

WDAERAHKOTAPAGARMMTMMMOSSERIA :



